
74 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam Putusan 

Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mtr tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak adalah diakibatkan oleh 

ketidakmampuan penggugat dan tergugat untuk mencapai 

kesepakatan atas suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu 

tertentu, yang telah ditempuh sesuai dengan sistem yang 

ditetapkan oleh undang-undang ketenagakerjaan, yaitu dengan 

cara penyelesaiannya di Pengadilan Hubungan Industrial. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-

PHI/2019/PN Mtr tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak 

adalah Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 

menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan 

Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) per tanggal 

13 Februari 2020, dan memerintahkan Tergugat untuk 

membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sisa hak 

kontraktual Penggugat sebesar Rp32.625.000,00. hakim juga 

menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan 
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Tergugat karena pemutusan hubungan kerja PHK (tiga puluh 

dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

B. Saran-Saran 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis 

memberikan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Hendaknya penggugat dalam mengajukan gugatannya 

memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang 

berlaku termasuk terpenuhinya syarat formil dan materil 

gugatan. 

2. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan tetap selalu 

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum para pihak 

agar memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari 

keadilan. 
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